
SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 07 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 201 1

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN

KEPADA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
TAHUN 201 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN'

Menimbang ., a. bahwa koperasi dan usaha kecil menengah merupakan salah

satu pilar ekonomi kerakyatan bagi masyarakat terutama untuk

meningkatkan kemampuan permodalannya melalui kredit usaha

yang diberikan;

b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi dan usaha

mikro kecil men"nglf' dalam rangka pemberdayaan. ekonomi

kerakyatanperlu-melakukanpenyertaanmodaldan
meningkatkan kemampuan pelayanan koperasi;

c. bahwa berkenaan dengan maksud pada huruf a dan b, perlu

metetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada Koperasi dan

Usaha Mikro tiecil Menengah Tahun 2011'

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003

tentanj pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten

Batanglan oi propinsi Kalimantan selatan (Lembaran Negara

n"pun"f if. lndonesia Tahun 2003 Nomor 22' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun iOOS NJmor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004

t"ri;;; perberidaharaan Negara (Lembaran. Negara Republik

lndonesiaTahun2.at04Nomo-r5,TambahanLembaranNegara
Republik lndoitesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2044

t""6d penibentukan peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negata nepuOfik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53'

2.

3.

4.



Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

5.Undang.UndangRepubliklndonesiaNomorlSTahun2a04
tentani Pemerlksaan dan Tanggungi'Y'P Keuangan Neg19
(Lemblran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4 Nomor 66,

iambahan Lefrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentan{ sistJm perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Leribaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421\;

7, Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004

Tentan-g Peme"rintahan Daerah (Lembaran .Negara. 
Republik

lndoneiia Tahun 2AA4 Nomor: 125, Tambahan Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaNomor:4437),sebagaimana.telah
diubahbeberapakali,terakhirdenganUndang-undangNomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang

Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan t-eribaran N"gat, Republik lndonesia Nomor 4844);

S.Undang-UndangRepubliklndonesiaNomor33Tahun2004
tentan{ Perimb"angan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

pemerintah oi"rlh (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OO4 N;;, 12b, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4438);

g.PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomorSSTahun
2005 tentang iengetotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik tndoneiia Tahun 20b5 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578\;

l0.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 79 Tahun

20ostentangPedomanPembinaandanPengawasan
Penyelenggrtirn Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara'

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165' Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4593);

ll.PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor33Tahun
2OO7 tentanJ 

- 
iemoagian Urusan Pemerintahan Antara

pemerintah, "pemerintati Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah xauupJenTrot" (Lembaran Negara Re.publik lndonesia

TahunzaalNomor32,TambahanLembaranNegaraRepublik
lndonesia Nomor 4737);

l2.PeraturanPresidenRepubliklndonesiaNomorlTahun20oT
tentang peng;sahan, Pengundangan dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-undangan ;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman p"ng;fofaan Keuangan D-aerah -s.ebaOailana 
telah

diubah o"ngl; P"',t""n Meiteri Dalam Negeri Noqol .59
Tahun 2007'Gntang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri r.romoi i5 iahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

l4,PeraturanMenteriDalamNegeriNomorlsTahun2006tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;



l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

lT.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan, (Lembaran Daerah

KabupatenBalanganTahun200sNomor02,Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Balangan Nomor 43);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008- 
tentang Pembentukan, brganisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Balangan (Lembara.n Daerah Kabupaten

Balangan Tahln 2008 Norior 03, Tambahan Lembaran Daerah

Kabup,-aten Balangan Nomor 44), sebagaimana te]ah diubah
peraturan Oaeran"fabupaten Balangan Nomor I Tahun 2010

tentangPerubahanPeraturanDaerahKabupatenBalangan
Nomor3Tahun200stentangPembentukan,organisas.idan
Tata Kerja perangkat Daerah kabupaten Balangan (Lembaran

Daerah Kabupatei Balangan Tahun 2ofi Nomor 09);

19'PeraturanDaerahKabupatenBalanganNomorl0Tahun2009
tentang Pokok-Pokok' Pengelolian SlanSan- - D-lerah'

(Lembiran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor

55);

20.PeraturanDaerahKabupatenBalanganNomorlTahun20ll
tentang nngga;n dan' pendapatan Belanla Daerah Tahun

Anggrirn i6ll, (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

Tahun 2011 Nomor 01)'

MenetaPkan :

Dengan Persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

PERATURANDAERAHTENTANGPENYERTAANMoDAL
PEMERINTAH XASUPNTEH BALANGAN KEPADA

KOPERASI DAN iI3AfN TIIKRO KECIL MENENGAH TAHUN

2A11.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'

2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara-pemerintahan daerah Kabupaten Balangan'


